GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2020 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4318 Tahun
2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 8);
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MEMUTUSKAN :

: PERATURAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

GUBERNUR |
\
ANGGARAN 2020 |
i

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar
12.293.795.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: |
|
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : |

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.

6.779.773.440.883,00
4.980.762.542.993,00;
81.929.920.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1 1.842.465.903.876,00{
2. Belanja: |

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.703.658.908.127,00
2) Belanja Bunga Rp. -
3) Belanja Subsidi Rp. -
4) Belanja Hibah Rp. 881.536.703.062,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.774.550.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.863.290.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.671.104.073.637,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 25.000.000.000,00 |
(+) 7
Rp. 7.154.364.234.826,00
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 449.152.166.646,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.055.584.966.304,00
3) Belanja Modal Rp. 1.634.693.632.224,00
(+)
Rp. 5.139.430.765.174,00
Jumlah Belanja Rp. 12.293.795.000.000,00
Surplus/(Defisit) Rp. (451.329.096.124,00)
Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 451.329.096.124,00
b. Pengeluaran Rp. -
(-)

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih

pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

Rp. 451.329.096.124,00

NIHIL

(+)



Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1ldirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini terdiri dari:

a. Lampiran la Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

b. Lampiran Il Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Lampiran Ill Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah
yang diterima.

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial yang diterima.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2019 Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

PEMBINA UTAMA MUDA
MUHAMMAD SABANI NIP. 19620527 198503 1006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 63.



